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Pendahuluan  
• Dalam era modern ini, pembangunan menjadi salah satu faktor krusial dalam pertumbuhan 

ekonomi di berbagai negara. Namun, saat sebuah bangunan mengalami kegagalan, 
tanggung jawab kontraktor dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi menjadi sangat 
penting untuk dipertimbangkan 

• Tanggung jawab kontraktor bergantung pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam 
kontrak kerja. Pembangunan hunian atau infrastruktur merupakan kegiatan yang kompleks 
dan memerlukan perhatian serius terutama dalam hal pengaturan kontrak 

• Di Indonesia, kontrak konstruksi diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) perubahan dari 
Undang-Undang no 8 tahun 1999. 

 



3 

Rumusan Masalah (Isu Hukum) 

 

 

Tanggung jawab dari PT.CORNICE dalam Kontrak yang telah disepakati dengan 
konsumen dalam hal gagal bangun. 
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Metode 
  

 

 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan 
peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual 
(Conceptual Approach) 
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Hasil 
 Tanggung jawab dari PT.CORNICE dalam Kontrak Kerja yang telah disepakati dengan konsumen dalam hal 

gagal bangun. 

  

 Penelitian ini membahas kasus yang melibatkan PT. CORNICE dan Konsumen/Pengguna Jasa, dengan Kontrak Kerja 
No. 031/MOU-CN/VIII/2021 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak 

  

 Terdapat permasalahan dalam isi kontrak kerja tersebut, yaitu tidak ada pembahasan spesifik terkait Kewajiban 
Kontraktor (Pihak Kedua) terhadap Konsumen/Pengguna Jasa (Pihak Pertama) apabila terjadi suatu wanprestasi (gagal 
bangun) 
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Pembahasan 
Tanggung Jawab Kontraktor dalam Regulasi di Indonesia 

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengandung berbagai ketentuan terkait pelaksanaan 
konstruksi bangunan gedung, untuk kasus gagal bangun yang tidak selesai pembangunannya, peraturan ini secara 
umum memberikan beberapa ketentuan yang dapat dijadikan acuan untuk menangani masalah tersebut.  

beberapa tanggung jawab kontraktor yang dapat timbul akibat kegagalan pembangunan antara lain: 

- Kewajiban Penyelesaian dan Perbaikan 

- Ganti Rugi 

- Asuransi 

- Tanggung Jawab Profesional 

- Sanksi dan Hukuman 

 



7 

Pembahasan 
Tanggung jawab Kontraktor dalam Kontrak Kerja Konstruksi  

Berdasarkan Kontrak Kerja No. 031/MOU-CN/VIII/2021 antara PT. CORNICE dan Konsumen jika terjadi 
pembangunan yang tidak selesai, tanggung jawab Kontraktor (PIHAK KEDUA) terhadap Konsumen (PIHAK 
PERTAMA), seharusnya terdapat pada beberapa pasal dalam Kontrak Kerja tersebut, namun tidak ada tanggung 
jawab yang dapat dituntut oleh konsumen (PIHAK PERTAMA) bila terjadi Wanprestasi. 

terdapat beberapa kelemahan dalam kontrak kerja tersebut yaitu :  

- tidak adanya ketentuan yang mengatur waktu penyelesaian yang spesifik.  

- tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi atau denda jika terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan 

- Pasal-pasal terkait dengan tanggung jawab dan standar kualitas pekerjaan tidak tercakup dalam perjanjian ini 

- Tidak ada ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa antara pihak pertama dan pihak kedua 

- Dalam hal terjadi perselisihan, perjanjian tidak memberikan petunjuk tentang prosedur penyelesaian sengketa 
yang harus diikuti 
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Temuan Penting Penelitian 
• Dalam kontrak kerja tersebut tidak secara khusus mengatur tanggung jawab kontraktor apalagi untuk kasus 

pembangunan yang tidak selesai, hanya disebutkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah maksimal 180 
hari, dan lama pekerjaan dapat berubah dalam kondisi tertentu seperti bencana alam atau force majeure, tidak 
ada tuntutan apapun terhadap pihak kedua. 

• Dalam kontrak kerja tersebut yang ada justru beberapa ketentuan yang menjadi tanggung jawab Pihak 
Pertama (Konsumen), seperti mengurus IMB dan perijinan lainnya sebelum pembangunan, serta menanggung 
biaya deposit dan biaya koordinasi lingkungan jika ada di lokasi pembangunan. 

• Berdasar dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, isi kontrak dari PT.CORNICE belum sesuai dengan 
regulasi yang ada di Indonesia, masih terdapat banyak kekurangan dan berakhir merugikan bagi pihak 
Konsumen/Pengguna Jasa 
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Manfaat Penelitian 
  

Dari Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 
tanggung jawab kontraktor terhadap konsumen dalam kasus Wanprestasi (kegagalan 
bangunan), memberikan panduan kepada konsumen tentang langkah-langkah yang perlu 
diambil agar mereka dapat memperoleh pertanggungjawaban yang sesuai dengan kerugian 
yang mereka alami, serta melindungi hak-hak konsumen dalam situasi kegagalan bangunan. 
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